Menimbang

Mengingat

SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKUHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA

a.

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2025;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-
Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2018-2024 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2018 Nomor
1) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Desa
Wironanggan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2018-2024 ( Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024
Nomor 2);

. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Wironanggan Nomor
1 Tahun 2019 tentang RPJMDesa 2019-2024 (lembaran Desa
Wironanggan Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Wironanggan Tahun 2025
(Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024 Nomor 3);
Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wironanggan Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024
Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Wironanggan Tahun
Anggaran 2025.

Tugas dan atau kewenangan Pemegang PKPKD sebagaimana
yang dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a.
b.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa;



KETIGA

KEEMPAT

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APB Desa;

Menetapkan PPKD

Menyetujui DPA, DPPA , dan DPAL

Menyetujui RAK Desa; dan

Menyetujui SPP.

® o o

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO
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